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Abstract

This study aims to analyze the determinants of the regional minimum wage (UMK) directly and indirectly in West 
Java in year 2010–2019. The author found that the minimum wage model that considers spatial dependence produces 
two different interpretations, namely direct and indirect impacts. The regression model used in this study is the spatial 
durbin model (SDM). In the spatial model, partial reduction is carried out to get direct and indirect effects. The results of 
the study show that there are direct and indirect influences originating from the MSE variables, Gross Regional 
Domestic Product (GRDP), Human Development Index (HDI) and the Labor Force Participation Rate (TPAK). 
Keywords: minimum wage; direct; indirect; spatial durbin model

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan upah minimum kabupaten/kota (UMK) secara direct 
dan indirect di Jawa Barat pada tahun 2010–2019. Penulis menemukan pada model upah minimum yang 
mempertimbangkan ketergantungan spasial menghasilkan dua interpretasi yang berbeda, yaitu dampak 
langsung dan tidak langsung. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spatial durbin model 
(SDM). Pada model spasial dilakukan penurunan parsial untuk mendapatkan pengaruh langsung dan tidak 
langsung. Hasil penilitian menunjukkan terdapat pengaruh langsung (direct) dan tidak langsung (indirect) 
yang berasal dari variabel UMK, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM), dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
Kata kunci: upah minimum; langsung; tidak langsung; spatial durbin model

Kode Klasifikasi JEL: C31; G18

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi merupakan kerangka yang
disusun untuk perbaikan ruang perekonomian
yang kompleks, baik dalam jangka pendek ma-
upun jangka panjang. Menurut Todaro & Smith
(2012), pembangunan ekonomi merupakan suatu
proses yang bersifat multidimensional yang meli-
batkan perubahan-perubahan besar, baik terhadap

∗Alamat Korespondensi: Jalan Otto Iskandardinata No. 64C
1 4, RT. 1/RW. 4, Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota
Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13330. E-mail:
pratamaalpin@gmail.com.

perubahan struktur ekonomi, perubahan sosial, ser-
ta penurunan kemiskinan, kesenjangan, dan peng-
angguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi.
Salah satu kriteria pertumbuhan ekonomi yang ce-
pat adalah adanya kemajuan yang signifikan pada
ketenagakerjaan. Hal ini dikarenakan ketenagaker-
jaan merupakan komponen yang memegang peran
penting dalam proses produksi di suatu negara.
Ketenagakerjaan berkaitan erat dengan permasa-
lahan pengangguran, produktivitas yang rendah,
dan tingkat upah yang rendah. Kebijakan pasar
kerja Indonesia yang dualistik dengan kelebihan
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penawaran tenaga kerja dan mutu angkatan kerja
yang rendah menyebabkan upah menjadi isu sen-
tral dalam bidang ketenagakerjaan (Izzaty & Sari,
2013).

Ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang pada
Pasal 88 Ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap pe-
kerja berhak memperoleh penghasilan yang meme-
nuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Namun, sering kali pengusaha memberikan upah
kepada pekerja terlalu rendah karena upah bagi per-
usahaan merupakan beban biaya produksi. Maka
dari itu, Pemerintah merumuskan kebijakan upah
minimum untuk melindungi hak pekerja. Upah mi-
nimum merupakan salah satu kebijakan ketenaga-
kerjaan yang penting bagi negara maju maupun ne-
gara berkembang, termasuk Indonesia (Febrianica
& Pratomo, 2014). Ketentuan upah minimum dida-
sarkan pada standar biaya hidup atau yang dikenal
dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan
mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan
produktivitas.

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pro-
vinsi yang memiliki KHL rendah jika dibandingkan
dengan provinsi lain. Hal ini dapat dilihat dari
upah minimum yang mencerminkan standar hidup
bagi tenaga kerja untuk memperoleh kebutuhan
hidupnya. Menurut Dinas Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi (2019), tingkat Upah Minimum Provinsi
(UMP) di Jawa Barat termasuk salah satu peringkat
terendah nasional setelah Jawa Timur dan Jawa
Tengah. Tidak hanya itu, di tingkat kabupaten/kota
juga masih terdapat kesenjangan yang cukup lebar
antardaerah di Jawa Barat.

Pada Gambar 1, dapat dilihat bahwa kabupa-
ten/kota yang memiliki upah minimum yang tinggi
lebih banyak berada di wilayah barat, misalnya
Kabupaten Karawang (upah minimum kabupa-
ten/kota (UMK) tertinggi). Apabila kesenjangan
upah ini terjadi terus-menerus, maka konsekuensi
yang harus diterima adalah tidak meratanya dis-

tribusi pendapatan. Menurut Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi Jawa Barat (2019), kesenjangan
tersebut mencapai 250 persen.

Kesenjangan upah di Jawa Barat disebabkan ada-
nya perbedaan kekuatan birokrasi pemerintahan
dalam menetapkan upah minimum. Perbedaan
sumber daya yang dimiliki tiap daerah juga menye-
babkan sulitnya pemerintah melakukan pemerata-
an penetapan nilai UMK. Hal tersebut dikarenakan
sejarah pembangunan ekonomi tiap daerah menjadi
masalah utama dalam penentuan upah minimum.
Ditambah lagi pada tahun 2013 telah terjadi kena-
ikan upah minimum secara besar-besaran (Izzaty
& Sari, 2013). Kenaikan tersebut ditopang oleh ka-
bupaten/kota yang di dalamnya terdapat industri
berskala besar yang lebih banyak mempekerjakan
pekerjanya. Hal ini juga yang membuat banyak pe-
kerja dari luar daerah melakukan migrasi ke daerah
yang memiliki upah minimum yang tinggi.

Dalam jangka panjang, kabupaten/kota yang me-
miliki upah minimum tinggi diduga akan membe-
rikan dampak limpahan (spillover) terhadap daerah
sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh munculnya isti-
lah pusat/kutub pertumbuhan ekonomi yang perta-
ma kali diperkenalkan oleh Perroux (1950). Perroux
menjelaskan bahwa pertumbuhan yang terjadi pada
kutub pertumbuhan akan menyebar melalui jalur
tertentu dan memengaruhi perekonomian secara
keseluruhan melalui kekuatan-kekuatan sentrifu-
gal keluar (spread effect) dan sentripetal ke dalam
(polarization effect) (Wojnicka-Sycz, 2014). Implika-
sinya akan selalu ada daerah yang memiliki per-
ekonomian yang lebih maju dengan daerah yang
terbelakang (hinterland) seperti yang terjadi di Jawa
Barat pada ketentuan upah minimum yang memili-
ki perbedaan jauh, terutama antara wilayah barat
dengan wilayah timur. Hal ini menggambarkan
bahwa di Jawa Barat mengalami kesenjangan upah
secara kewilayahan. Ketergantungan antardaerah
secara kewilayahan terhadap upah minimum di
Jawa Barat dapat diilustrasikan pada Gambar 2.
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Gambar 1. Rata-rata Upah Nominal dan Upah Minimum Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 (rupiah)
Sumber: BPS Jawa Barat (2019a), diolah

Gambar 2. Persebaran Upah Minimum Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019 (rupiah)
Sumber: BPS Jawa Barat (2019a), diolah

Terlihat pada Gambar 2, kabupaten/kota yang
memiliki UMK tinggi akan berkelompok, sedang-
kan kabupaten/kota yang memiliki UMK rendah
juga akan berkelompok akibat adanya pengaruh
eksternalitas. Hukum 1 Tobler mengatakan bahwa
segala sesuatu yang berdekatan memiliki penga-
ruh yang lebih besar daripada yang jauh. Pengaruh

tersebut disebabkan adanya interaksi antardaerah
yang kompleks dalam konsep pembangunan eko-
nomi regional (Anwar, 2017). Interaksi antardaerah
bekerja dengan dua cara, yaitu secara langsung
(direct) dan tidak langsung (indirect/spatial spillover).
Kebanyakan penelitian hanya menjelaskan deter-
minan ekonomi di suatu wilayah tertentu, tetapi
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tidak menyertakan dampak yang diberikan oleh
determinan ekonomi di wilayah lain (Aspiansyah &
Damayanti, 2019). Selain itu juga, dalam melakukan
suatu pengamatan terhadap sebuah fenomena atau
peristiwa, tidak cukup hanya melakukan pengamat-
an tersebut terhadap unit-unit amatan dalam satu
waktu tertentu saja, tetapi juga mengamati unit-unit
tersebut pada berbagai periode waktu (Diputra et
al., 2012).

Penelitian yang menganalisis dampak secara
langsung (direct effect) dan tidak langsung (indi-
rect effect) dari ketergantungan spasial antardaerah
masih terbatas. Selain itu, penelitian dengan mo-
del yang memasukkan unsur kewilayahan hanya
melihat pada pengaruh endogenitasnya dan belum
memerhatikan pengaruh eksogenitas. Hal tersebut
mendasari penulis untuk melakukan penelitian ini.
Model spasial mengandung keterlibatan daerah
yang menyebabkan rumitnya interpretasi dari mo-
del tersebut (LeSage & Pace, 2009). Jika diinter-
pretasikan secara langsung, akibatnya kesimpul-
an menjadi salah (Elhorst, 2014b) sehingga pada
penelitian ini dilakukan penurunan parsial utama
karena menggunakan data panel.

Penelitian yang membahas ketergantungan spasi-
al terhadap determinan upah minimum pernah dila-
kukan Dreger et al. (2016) di Cina. Meskipun penen-
tuan upah minimum menekankan relevansi faktor-
faktor ekonomi, akan tetapi dalam perkembang-
annya sebagian besar selalu ada limpahan regional
dari wilayah lain. Sementara itu, sepengetahuan
penulis untuk di Indonesia belum ada yang meng-
kaji analisis spasial terhadap upah minimum secara
eksplisit pada periode tertentu, terutama ditinjau
berdasarkan efek langsung (direct effect) dan tidak
langsung (indirect effect/spatial spillover effect). Ma-
sih sedikit penelitian mengenai determinan upah
minimum yang memasukkan unsur kewilayahan,
salah satunya adalah Merdekawaty et al. (2016).
Penelitian tersebut menggunakan spatial autoregres-
sive (SAR) sebagai metode analisisnya dan hanya

menggunakan satu periode, yaitu tahun 2014.

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian
seperti yang dilakukan oleh Bersales & Lucagbo
(2014) menggunakan analisis data panel fixed effect
model (FEM) di Filipina tahun 1980–2012. Hasil
temuannya adalah terdapat hubungan variabel pre-
diktor dengan upah minimum regional yang umum-
nya berbeda untuk setiap daerah. Variabel indeks
harga konsumen (IHK), produk domestik regio-
nal bruto (PDRB), dan tingkat partisipasi angkatan
kerja (TPAK) memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap upah minimum. Penelitian selanjutnya
di Indonesia, Arishaldi (2018) dan Susanto (2014)
menambahkan variabel lain yang diduga meme-
ngaruhi upah minimum. Variabel tersebut adalah
produktivitas tenaga kerja dan Indeks Pembangun-
an Manusia (IPM). Temuan Arishaldi (2018) me-
nyiratkan bahwa produktivitas tenaga kerja me-
miliki pengaruh yang signifikan terhadap upah
minimum di wilayah Kalimantan menggunakan
System Generalized Method of Moment (SYS-GMM)
dalam analisisnya. Sementara itu, pada penelitian
yang dilakukan Susanto (2014) mendapatkan hasil
yang signifikan untuk variabel IPM terhadap upah
minimum di Indonesia tahun 2009–2012.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian
ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam ter-
kait dengan analisis spasial terhadap determinan
upah minimum di Jawa Barat pada periode tertentu
secara direct dan indirect effect. Hal ini untuk mengu-
rangi bias estimasi pada model spasial yang terben-
tuk dan meningkatkan presisi dari estimasi regresi
(Baltagi, 2005). Penulis menggunakan ekonometri-
ka spasial yang sudah banyak digunakan untuk
mencapai tujuan tersebut, tetapi masih sedikit yang
melihat pengaruh eksogenitas. Sebelumnya, terle-
bih dahulu dilakukan pendeteksian dependensi
spasial menggunakan Indeks Moran’s I dan Local
Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA).
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Metode

Upah Minimum

Menurut Undang-Undang Tenaga Kerja Nomor
13 Tahun 2003, upah didefinisikan sebagai hak pe-
kerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengu-
saha atau pemberi kerja kepada pekerja atau bu-
ruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut su-
atu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi
pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pe-
kerjaan dan/atau jasa yang telah atau yang akan
dilakukan. Adapun dalam rangka memberikan per-
lindungan kepada pekerja atas hak-hak pekerja un-
tuk memperoleh upah yang berkeadilan ditetapkan
upah minimum. Menurut undang-undang terse-
but, upah minimum adalah suatu standar yang
digunakan oleh para pengusaha atau pelaku in-
dustri untuk memberikan upah kepada pekerja
di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Upah
minimum dikhususkan kepada pekerja yang baru
diterima dalam pekerjaannya selama kurang da-
ri 1 tahun atau lajang sebagaimana diatur dalam
keputusan/peraturan menteri tenaga kerja.

Penetapan upah minimum ditentukan berdasar-
kan nilai KHL yang merupakan acuan sebagai stan-
dar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk
dapat hidup dengan layak secara fisik maupun
mental. Namun, sejak ditetapkan konvensi Interna-
tional Labour Organization (ILO) Nomor 131, kriteria
penetapan upah minimum ditambahkan bebera-
pa faktor pertimbangan, yaitu: (1) nilai kebutuhan
hidup layak (KHL), (2) produktivitas makro, (3)
pertumbuhan ekonomi, (4) kondisi pasar kerja, dan
(5) kondisi pengusaha yang paling tidak mampu
menjalankan usahanya (Sinaga, 2008). Selain krite-
ria tersebut, indeks pembangunan manusia (IPM)
juga merupakan indikator penting yang digunakan
untuk melihat ukuran kesejahteraan masyarakat.
Levin-Waldman (2014) menyatakan bahwa efek

kesejahteraan berhubungan positif dengan upah
minimum. Pasalnya, pada saat kualitas sumber da-
ya manusia baik, maka dapat menghasilkan tenaga
kerja yang terampil dan terdidik untuk kebutuhan
pasar tenaga kerja.

Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB)

Menurut Sukirno (2002), perusahaan akan memak-
simalkan keuntungannya dengan menggunakan
faktor-faktor produksi yang dimiliki sehingga se-
tiap faktor produksi mendapatkan imbalan atas
jasanya berdasarkan nilai pertambahan hasil mar-
ginal dari faktor produksi tersebut yang hasilnya
dapat berupa output. Kumpulan output dari bebe-
rapa perusahaan jika digabungkan dapat berupa
nilai PDRB sektor, dan nantinya dari seluruh sek-
tor menjadi PDRB tahun berjalan maupun PDRB
harga konstan. PDRB merupakan alat untuk meng-
ukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah
sehingga PDRB menjadi salah satu pertimbangan
untuk menentukan upah minimum dalam peratur-
an menteri. Sebagaimana yang telah dikemukakan
oleh Sinaga (2008), penetapan upah minimum ti-
dak terlepas dari kebijakan ILO, yakni nilai PDRB
merupakan salah satu faktor ekonomi yang men-
jadi pertimbangannya. Dengan demikian, apabila
suatu daerah mengalami pertumbuhan ekonomi
(PDRB) yang tinggi, maka akan berdampak pada
peningkatan upah minimum (Charysa, 2013).

Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas tenaga kerja merupakan hasil perban-
dingan antara PDRB dengan jumlah tenaga kerja
pada periode yang sama. Secara agregat, produk-
tivitas tenaga kerja dapat dikatakan produktivitas
makro dengan jumlah tenaga kerja mencakup se-
luruh sektor. Teori produktivitas marginal menya-
takan bahwa biaya produksi tambahan yang diba-
yarkan kepada faktor produksi sama dengan hasil
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penjualan tambahan yang diperoleh dari produk-
si tambahan yang diciptakan oleh faktor tersebut
(Sukirno, 2002). Teori ini dikenal dengan istilah
Marginal Product of Labour (MPL), yaitu tambah-
an output yang diterima oleh perusahaan sebagai
akibat penambahan input sejumlah satu unit. Te-
ori ini didasarkan pada asas nilai pertambahan
produk marginal dengan upah merupakan imbal-
an atas pertambahan nilai produksi yang diterima
perusahaan dari tenaga kerja. Sehingga, dapat di-
asumsikan bahwa jika produktivitas tenaga kerja
di suatu daerah meningkat, maka upah minimum
yang ditetapkan oleh pemerintah akan meningkat
sebagaimana peran tingkat upah untuk bergerak
pada kurva permintaan dalam pasar tenaga kerja.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan salah satu indikator yang menun-
jang keberhasilan pembangunan ekonomi selain
PDRB. Indeks ini digunakan untuk mengukur ting-
kat kesejahteraan antarnegara maupun antardaerah
(Todaro & Smith, 2012). Dua komponen penyusun
indeks ini di antaranya adalah pendidikan dan ke-
sehatan. Investasi pendidikan dan kesehatan dalam
jangka panjang mampu memberikan kualitas sum-
ber daya manusia yang baik, seperti adanya tenaga
kerja terdidik. Makin tinggi kualitas tenaga kerja
di suatu daerah, maka pengusaha tertarik untuk
menanamkan modalnya di daerah tersebut sehing-
ga permintaan tingkat upah akan tinggi. Dengan
demikian, tenaga kerja akan mendapat upah yang
lebih besar ketika bisa memperoleh hasil (output)
lebih banyak (Mulyadi S, 2012).

Teori pertumbuhan klasik menurut David
Ricardo dan Malthus mempercayai proses pem-
bangunan dalam jangka panjang. Perekonomian
akan mencapai stationary state, yaitu keadaan ketika
perkembangan ekonomi tidak terjadi sama sekali,
sedangkan perkembangan penduduk akan menu-
runkan kembali tingkat pembangunan ke tahap
yang lebih rendah. Teori the law of diminishing re-

turn memiliki maksud keterbatasan tanah apabila
terjadi pertumbuhan penduduk, dalam hal ini ber-
tambahnya jumlah tenaga kerja. Akibatnya akan
berdampak kepada menurunnya marginal product
(Mankiw, 2013). Keadaan ini berakibat pekerja akan
menerima tingkat upah yang hanya cukup untuk
kebutuhan hidupnya (Suryana, 2000).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK)

TPAK merupakan proksi penawaran tenaga kerja
yang berpartisipasi untuk memberikan kontribu-
si nyata berupa jasa dalam pasar kerja. Menurut
Afrida (2003), penawaran tenaga kerja adalah fung-
si yang menggambarkan hubungan antara tingkat
upah dengan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan.
Penawaran tenaga kerja dapat terjadi dalam jangka
pendek maupun jangka panjang. David Ricardo
dalam teorinya yang dikenal dengan teori upah
substansi memanfaatkan teori hukum penawaran
dan permintaan untuk menggambarkan keadaan
pasar tenaga kerja, baik jangka pendek maupun
jangka panjang.

Apabila upah pekerja tinggi, maka pekerja akan
melakukan pernikahan karena sudah merasa cu-
kup atas upah yang dimilikinya. Akibatnya, tingkat
kelahiran akan meningkat dan kemudian beraki-
bat meningkatnya pertumbuhan angkatan kerja di
masa yang akan datang. Kondisi tersebut bergan-
tung apabila pekerja bersedia diberi upah serendah
mungkin ke tingkat substansi. Saat upah berada di
tingkat substansi, para pekerja akan menunda per-
nikahan dan kemudian yang terjadi adalah tingkat
kelahiran yang rendah dan berakibat menurunnya
angkatan kerja di kemudian hari. Penurunan ang-
katan kerja menjadikan upah naik. Hal ini akan
berlanjut ketika upah berada di atas atau di bawah
tingkat substansi (Sihotang, 2007).
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Dampak Langsung (Direct Effect )
dan Tidak Langsung (Indirect /Spasial
Spillover)

Faktor-faktor dalam penentuan upah minimum ti-
dak cukup jika hanya melihat dari hubungan antar-
variabel. Tetapi perlu juga dibuktikan berdasar-
kan ketergantungan antardaerah secara spasial. Ji-
ka hanya dilihat hubungan antarvariabel respons
dengan prediktor, maka akan timbul bias dalam
pemodelan. Menurut Dube et al. (2010), jika ter-
dapat dependensi spasial pada pasar tenaga kerja
tetapi dalam statistik dianggap independen akan
dapat menimbulkan bias dalam estimasi. Hal ini
dikarenakan upah minimum akan berdampak pa-
da distribusi upah dengan dua cara, yaitu dampak
langsung dan tidak langsung (Campolleti, 2015).
Hal ini diperkuat oleh argumen Dreger et al. (2016)
bahwa pembangunan ekonomi sebagian besar dido-
rong oleh ketergantungan antardaerah. Dolton et al.
(2015) mengklasifikasikan alasan perlunya memer-
hatikan dependensi spasial pada pasar tenaga kerja,
yaitu (1) sebagian besar lowongan pekerjaan tidak
ada syarat geografis lokasi dimana pekerja tinggal.
Biaya dan waktu untuk perjalanan ke tempat kerja
adalah masalah individu dan bukan menjadi bahan
pertimbangan seseorang diterima bekerja; (2) feno-
mena jika ada penutupan perusahaan atau pabrik,
tidak hanya berdampak pada lokasi pabrik berada,
tetapi juga wilayah sekitarnya; dan (3) adanya upah
minimum yang lebih tinggi akan menarik minat
tenaga kerja untuk bermigrasi ke wilayah dengan
upah minimum yang lebih tinggi.

Munculnya ketergantungan antardaerah pada
pasar tenaga kerja mendorong wilayah memiliki
percepatan kemajuan dalam implementasi sektor
tenaga kerja menjadi lebih tinggi lagi yang kemudi-
an biasa terjadi di perkotaan. Hal ini biasa dikenal
dengan kutub pertumbuhan (Perroux, 1950). Ku-
tub pertumbuhan akan secara otomatis berkaitan
dengan pembangunan di wilayah-wilayah bela-

kangnya (hinterland) (Cheshire & Malecki, 2004).
Myrdal (1957) menduga bahwa backwash effect akan
lebih besar daripada trickledown effect karena proses
cumulative causation (Rustiadi et al., 2009). Sehingga,
muncul asumsi bahwa ketergantungan antardaerah
tidak sepenuhnya memiliki dampak positif, tetapi
bisa berlaku sebaliknya. Hal tersebut dibuktikan
melalui adanya daerah yang maju (growth pole) dan
daerah yang tertinggal (hinterland).

Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, jumlah pengamatan yang digu-
nakan merupakan gabungan dari data cross section
dan time series. Masing-masing dari data cross section
dan time series mencakup 26 kabupaten/kota dalam
rentang waktu tahun 2010 hingga 2019 di Jawa
Barat. Kabupaten Pangandaran digabung dengan
Kabupaten Ciamis yang merupakan induknya se-
belum pemekaran. Alasannya adalah ketersediaan
data Kabupaten Pangandaran pada tahun penga-
matan tidak lengkap. Data yang digunakan me-
rupakan data sekunder yang diambil dari Badan
Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat dan SK Gubernur
Jawa Barat. Adapun data tersebut meliputi upah
minimum kabupaten/kota (UMK), PDRB atas dasar
harga konstan (ADHK), jumlah tenaga kerja, IPM,
dan TPAK.

Definisi Operasional

Tabel 1 menjelaskan definisi operasional mengenai
variabel-variabel yang digunakan.

Metode Analisis Data

Penyajian analisis pada penelitian ini dilakukan
dengan menggunakan analisis deskriptif dan in-
ferensia. Dengan memanfaatkan Sistem Informasi
Geografis (SIG) yang didukung fitur software, se-
perti Geoda, QGIS, dan RStudio. Tujuannya untuk
mengidentifikasi dependensi spasial yang terjadi
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Tabel 1. Definisi Operasional untuk Masing-masing Variabel Penelitian

No Variabel Sumber Data Definisi Satuan
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Upah Minimum Kabu-

paten/Kota (UMK)
Surat Keputusan (SK) Guber-
nur Jawa Barat

Upan bulanan terendah yang wajib diberikan
kepada pekerja yang baru masuk ke dalam peker-
jaan.

Rupiah

2. Produk Domestik Re-
gional Bruto (PDRB)

Publikasi Produk Domes-
tik Regional Bruto Kabupa-
ten/Kota di Indonesia

Sebagai proksi dari pertumbuhan ekonomi. PDRB
yang digunakan berdasarkan atas dasar harga
konstan tahun 2010.

Miliar Rp

3. Produktivitas Tenaga
Kerja

Publikasi BPS, Keadaan Ang-
katan Kerja di Jawa Barat

Produktivitas tenaga kerja dihitung melalui per-
bandingan PDRB terhadap jumlah tenaga kerja.
Produktivitas ini dapat mencerminkan tingkat
produksi output dari pekerja secara makro.

Rupiah/Orang

4. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)

Publikasi Jawa Barat Dalam
Angka, Tabel Dinamis IPM
di BPS Jawa Barat

Suatu ukuran yang dapat menggambarkan ku-
alitas sumber daya manusia, khususnya pada
tenaga kerja.

Indeks

5. Tingkat Partisipa-
si Angkatan Kerja
(TPAK)

Keadaan Angkatan Kerja di
Jawa Barat

Perhitungannya didapatkan dari persentase jum-
lah angkatan kerja per penduduk usia kerja.

Persentase

di Jawa Barat terhadap upah minimum. Pengidenti-
fikasian dilakukan menggunakan Indeks Moran’s I
dan LISA. Kemudian, analisis inferensia dilakukan
dengan mengestimasi variabel-variabel yang didu-
ga memengaruhi UMK di Jawa Barat, baik direct
effect maupun indirect effect-nya.

Indeks Moran’s I

Indeks Moran’s I merupakan metode yang diguna-
kan untuk menguji adanya pengaruh dependensi
spasial antarpengamatan yang saling berdekatan
(Lee & Wong, 2001). Selain itu juga dapat dijadikan
sebagai deteksi awal adanya keacakan atau auto-
korelasi spasial. Hal ini ditandai dengan kelompok
(cluster) yang terbentuk atau tren tertentu terhadap
ruang (space). Nilai indeks Moran’s I dapat dihitung
dengan matriks pembobot spasial W terstandarisasi
yang dapat dituliskan sebagai berikut:

I =
n
∑n

i=1
∑n

j=1 wi j(xi − x̄)(x j − x̄)∑n
i=1(xi − x̄)2

(1)

dengan n adalah jumlah pengamatan; x̄ adalah
nilai rata-rata xi dari n pengamatan; xi adalah nilai
pengamatan lokasi ke-i; x j adalah nilai pengamatan
lokasi ke- j; wi j adalah komponen matriks pembobot
spasial untuk pengamatan ke-i dan ke- j.

Indeks Moran’s I memiliki rentang nilai antara
−1 ≤ I ≤ 1. Nilai negatif menunjukkan terdapat
autokorelasi spasial negatif yang berarti antarlo-
kasi tidak memiliki kemiripan nilai (cenderung
menyebar). Nilai positif menunjukkan terdapat au-
tokorelasi spasial positif, yang berarti antarlokasi
pengamatan saling berdekatan, atau dapat dikata-
kan memiliki kemiripan nilai (berkelompok/cluster).
Sementara itu, nilai Moran’s 0 menunjukkan tidak
terdapat autokorelasi spasial, yang berarti tidak
adanya lokasi yang berdekatan (acak/random).

Local Indicator of Spatial
Autocorrelation (LISA)

LISA digunakan untuk mengidentifikasi hubungan
antara suatu lokasi pengamatan terhadap lokasi
pengamatan lainnya (Lee & Wong, 2001). Adapun
perhitungan untuk indeks LISA dapat dituliskan
sebagai berikut:

Ii =
(xi − x̄)�

1
n−1

∑
j(x j − x̄)2

�∑
j

wi j(x j − x̄) (2)

Kelemahan dari Indeks Moran’s I adalah hanya
dapat melihat autokorelasi spasial secara global,
tidak spesifik pada pengamatannya. Maka dari itu,
untuk memperkuat hasilnya digunakan LISA yang
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bisa memperlihatkan autokorelasi spasial secara
lokal di suatu pengamatan tertentu.

Direct dan Indirect Effect pada Model
Upah Minimum

Model spasial memiliki keunikan tersendiri untuk
menginterpretasikan hasil estimasi yang sudah di-
dapatkan. Menurut LeSage & Pace (2009), hal ini
dikarenakan terdapat keterlibatan daerah di da-
lamnya. Interpretasi dari efek perubahan variabel
pada spesifikasi model spasial dapat berbeda-beda.
Dalam memperoleh efek marginal dari variabel

prediktor pada data panel model Durbin spasial
(spatial durbin model [SDM]) dapat dituliskan ke
dalam bentuk vektor sebagai berikut:

YtYtYt = (III − ρWWW)−1αINININ + (I − ρWWW)−1(XtβXtβXtβ + WXtθWXtθWXtθ)

+(III − ρWWW)−1ε∗tε
∗

tε
∗

t (3)

dengan ε∗ mencakup ε, spasial, dan efek indi-
vidu maupun waktu. Dari persamaan tersebut
dilakukan penurunan secara parsial variabel
responsnya untuk setiap unit pada variabel
prediktor ke-k dalam unit yang berbeda di
waktu tertentu, yang hasil turunannya dapat
dituliskan ke dalam matriks sebagai berikut:

�
∂y
∂x1k

.
∂y
∂xNk

�
=

�
��
∂y1

∂x1k
.

∂y1

∂xNk

. . .
∂yN

∂x1k
.

∂yN

∂xNk

�
�� = (I − ρW)−1 =

�
�����

βk w12θk . w1Nθk

w21θk βk . w2Nθk

. . . .

wN1θk wN2θk . βk

�
�����

(4)

Menurut LeSage & Pace (2009), pengertian efek
langsung (direct effect) adalah sebagai rata-rata ele-
men diagonal utama dari matriks tersebut. Sementa-
ra untuk efek tidak langsung (indirect effect) sebagai
rata-rata baik jumlah baris ataupun jumlah kolom
yang bukan merupakan diagonal utama. Efek lang-
sung maupun tidak langsung diperoleh dari model
spasial yang memiliki masalah error yang saling
independen (dependensi spasial).

Pada model spasial terdiri berbagai macam jenis-
nya, seperti yang dikemukakan oleh Anselin (1988)
pada model terakhir yang dikembangkan, yaitu
model durbin spasial (SDM). Model SDM dapat
disederhanakan menjadi model spatial autoregres-
sive (SAR) dan spatial error model (SEM). Menurut
Elhorst (2010), salah satu kekurangan dari SAR dan
SEM adalah bahwa pola spasial dalam data tidak
dapat dijelaskan hanya oleh salah satu efek inter-
aksi endogen atau error yang berkorelasi, tetapi ju-

ga oleh efek interaksi endogen, eksogen, dan error
pada waktu yang sama.

Penulis menggunakan model SDM yang telah
diinisiasi oleh Dreger et al. (2016). Menurut LeSage
& Pace (2009), dalam lingkungan regional varia-
bel prediktor tidak hanya memengaruhi variabel
respons dari wilayah asal, tetapi juga dari wila-
yah sekitarnya. Hal ini dikaitkan oleh Dreger et al.
(2016) bahwa keputusan pada kebijakan pemerintah
di suatu wilayah dapat memengaruhi keputusan
pemerintah di wilayah lainnya sehingga dapat me-
micu terjadinya kompetisi antarwilayah. Adapun
model SDM dapat dituliskan sebagai berikut:

yyy = αINININ + ρWyWyWy + xβββ + WxWxWxθ + uuu (5)

uuu ∼ N(0, σ2INININ) dan i.i.d (6)

dengan i = 1, 2, . . . ,N; t = 1, 2, . . . ,T

Berdasarkan Persamaan (5) dibentuk ke dalam
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Persamaan (7) dari variabel-variabel yang diguna-
kan:

UMKit = (α + µi) + ρ
∑
i 6= j

wi jUMKit + β1PDRBit

+β2Produktivitasit + β3IPMit

+β4TPAKit + θ1

∑
i 6= j

wi jPDRBit

+θ2

∑
i 6= j

wi jProduktivitasit

+θ3

∑
i 6= j

wi jIPMit + θ4

∑
i 6= j

wi jTPAKit

+uit (7)

Persamaan (7) dibentuk ke dalam ln, kecuali va-
riabel TPAK:

ln UMKit = (α + µi) + ρ
∑
i 6= j

wi j ln UMKit

+β1 ln PDRBit + β2 ln Produktivitasit

+β3 ln IPMit + β4TPAKit

+θ1

∑
i 6= j

wi j ln PDRBit

+θ2

∑
i 6= j

wi j ln Produktivitasit

+θ3

∑
i 6= j

wi j ln IPMit

+θ4

∑
i 6= j

wi jTPAKit + uit (8)

dengan wi j adalah komponen matriks penimbang
spasial untuk kabupaten/kota ke-i dan ke- j, dengan
i 6= j; UMK adalah upah minimum kabupaten/kota;
PDRB adalah produk domestik regional bruto atas
dasar harga konstan tahun 2010; Produktivitas ada-
lah produktivitas tenaga kerja; IPM adalah indeks
pembangunan manusia; TPAK adalah tingkat par-
tisipasi angkatan kerja; α adalah intersep; µi adalah
efek individu untuk kabupaten/kota ke-i; ρ adalah
koefisien parameter lag spasial pada variabel UMK;
βk adalah koefisien parameter pada variabel predik-
tor ke-k; θk adalah koefisien parameter lag spasial
pada variabel prediktor ke-k; uit adalah error term

untuk kabupaten/kota ke-i tahun ke-t.

Matriks penimbang spasial dibentuk menurut
jarak antarsentroid poligon kabupaten/kota pada
peta Jawa Barat. Matriks tersebut memiliki ordo
n × n yang menunjukkan kedekatan suatu lokasi
dengan lokasi lainnya. Dengan elemen diagonal-
nya bernilai 0 dan elemen lainnya bernilai wi j yang
mempresentasikan intensitas efek antara dua da-
erah i dan j (Anselin & Bera, 1998). Salah satu
cara untuk membentuk penimbang tersebut ada-
lah dengan memperoleh informasi jarak (distance).
Beberapa jenis fungsi penimbang distance yang da-
pat digunakan menurut Fotheringham et al. (2002)
salah satunya adalah fungsi invers jarak. Secara ma-
tematis, penimbang invers jarak dapat didefinisikan
dalam persamaan berikut ini:

wi j =


1

di j
; i 6= j

0 ; i = j
(9)

dengan,

di j =
b

(ui − u j)2 + (vi − v j)2, i 6= j (10)

Secara umum, suatu wilayah memiliki tetang-
ga sebanyak tiga. Selanjutnya, penimbang tersebut
dikembangkan menggunakan metode k-nearest nei-
ghbors dengan k = 3. Kemudian dilakukan normali-
sasi berdasarkan row-normalized untuk memudah-
kan hasil interpretasi yang dapat dibentuk persa-
maan sebagai berikut:

wi j(normalized) =
wi j∑N
j=1 wi j

(11)

Alasan penulis menggunakan pembobot fungsi
invers jarak adalah mengacu kepada hukum gravi-
tasi. Menurut Arbia et al. (2008), pendekatan jarak
mengasumsikan makin dekat jarak antarwilayah,
makin kuat hubungannya. Begitupun sebaliknya,
makin jauh jarak antarwilayah, makin lemah in-
teraksinya. Hal ini juga diperkuat oleh simulasi
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yang dilakukan oleh Purwaningsih (2014) dengan
menggunakan tiga pembobot spasial, yaitu W biner,
W seragam, dan W kernel Gaussian. Berdasarkan
hasilnya, W seragam yang diinisiasikan dengan
pembobot invers jarak memiliki Root Mean Square
Error (RMSE) yang lebih kecil dengan beragam N
dan T yang digunakan.

Hasil dan Analisis

Deteksi Autokorelasi Spasial

Indeks Moran’s I

Deteksi autokorelasi spasial diyakini lebih kuat dan
relevan dalam mendeteksi interaksi spasial (Lee &
Wong, 2001). Ukuran yang digunakan untuk me-
lihat autokorelasi spasial adalah Indeks Moran’s I
untuk globalnya, sedangkan LISA untuk lokalnya.
Parameter yang digunakan adalah upah minimum
kabupaten/kota. Jika nilai indeks makin besar me-
nuju satu (positif), maka distribusi wilayah kabu-
paten/kota memiliki kecenderungan berkelompok
(cluster).

Tabel 2 memperlihatkan indeks Moran’s I di Jawa
Barat dari tahun 2010 hingga tahun 2019 yang ti-
ap tahunnya mengalami peningkatan yang signifi-
kan pada nilai Moran’s, yang berarti antarkabu-
paten/kota yang berdekatan makin memiliki nilai
yang mirip terhadap upah minimum. Hal ini juga
dapat dilihat berdasarkan nilai p-value kurang dari
taraf uji 0,1 persen. Nilai tersebut juga menunjukkan
makin eratnya hubungan antardaerah yang berde-
katan dibandingkan dengan yang tidak. Menurut
Akai et al. (2007), hal tersebut dapat disebabkan oleh
adanya lalu lintas ekonomi yang memadai, salah
satunya adalah kerja sama birokrasi pemerintahan.
Maka, dapat disimpulkan bahwa terdapat autoko-
relasi spasial secara global di Jawa Barat terhadap
UMK.

Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA)

LISA merupakan ukuran yang dapat mengidentifi-
kasi autokorelasi spasial di suatu kabupaten/kota
tertentu yang tidak dapat ditunjukkan oleh in-
deks Moran’s I pada penjelasan sebelumnya. Untuk
memperkuat hasil Moran’s global, indeks ini ditun-
jukkan untuk melihat autokorelasi spasial secara
lokalnya. LISA cluster map dapat menunjukkan se-
cara detail kabupaten/kota mana saja yang terkait
secara spasial (Anselin, 1995).

Pada Gambar 3 memperlihatkan bahwa, secara
rata-rata pada tahun 2010–2019, Kabupaten Bogor,
Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten
Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cirebon,
Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, Kabupaten
Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Tasikmalaya, dan
Kota Tasikmalaya menunjukkan hasil yang signi-
fikan dengan taraf uji yang beragam (gambar kiri).
Hasil ini menginformasikan adanya korelasi yang
cukup kuat dengan kabupaten/kota di dekatnya.
Jika LISA digabungkan dengan analisis kuadran,
maka interpretasi makin lengkap pada sumbu kua-
dran (gambar kanan).

Pada Gambar 3 terlihat adanya pengelompokkan
kabupaten/kota di wilayah barat Jawa Barat yang
seluruhnya masuk ke dalam kuadran I (High-High).
Sementara itu, di wilayah timur seluruh daerahnya
masuk ke dalam kuadran III (Low-Low). Kuadran I
memiliki pengertian bahwa kabupaten/kota yang
memiliki upah minimum yang tinggi akan dike-
lilingi oleh kabupaten/kota yang memiliki upah
minimum yang tinggi, begitupun sebaliknya pa-
da kuadran III. Hal ini relevan dengan temuan
Akai et al. (2007) yang menyatakan bahwa local-
complementarity (intra-regional complementarity) dan
global-compementarity (inter-regional complementarity)
akan berpengaruh terhadap hubungan antardae-
rah yang hanya terjadi pada kabupaten/kota yang
terletak di kuadran I dan III.
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Tabel 2. Global Moran’s untuk Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2010–2019

Tahun Indeks Moran’s I
Moran’s I z-hitung Ekspektasi Varians p-value

(1) (2) (3) (4) (5) (6)
2010 0,669 4,392 -0,04 0,026 0,000***
2011 0,691 4,527 -0,04 0,026 0,000***
2012 0,680 4,459 -0,04 0,026 0,000***
2013 0,778 5,067 -0,04 0,026 0,000***
2014 0,788 5,130 -0,04 0,026 0,000***
2015 0,791 5,148 -0,04 0,026 0,000***
2016 0,795 5,173 -0,04 0,026 0,000***
2017 0,795 5,173 -0,04 0,026 0,000***
2018 0,795 5,173 -0,04 0,026 0,000***
2019 0,795 5,174 -0,04 0,026 0,000***
2010–2019 0,794 5,168 -0,04 0,026 0,000***

Keterangan: ***signifikan pada taraf uji 0,1%

Gambar 3. (1) Tingkat Signifikan dan (2) Analisis Kuadran pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun
2010–2019
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Pemodelan Upah Minimum
Kabupaten/Kota dengan Regresi Panel
Spasial

Pemodelan dengan ekonometrika spasial dilakukan
melalui berbagai tahapan, akan tetapi pada peneli-
tian ini hanya menampilkan secara ringkas. Model
SDM pada upah minimum kabupaten/kota yang
terbentuk merupakan penyederhanaan dari model
SAR-nya. Tahapan proses untuk mendapatkan mo-
del SDM cukup panjang. Perbedaannya terletak
pada uji likelihood ratio dan Wald. Elhorst (2014b)
melakukan perbandingan antara model SAR dan
SDM menggunakan hipotesis untuk memeriksa
apakah model Durbin spasial dapat disederhana-
kan ke model spatial lag, dan dapat disederhanakan
ke model spatial error (Burridge, 1981).

Pada Tabel 3 memperlihatkan bahwa model
spatial durbin (SDM) dapat disederhanakan ke
dalam model spatial autoregressive (SAR), yang
berarti model SDM lebih layak digunakan. Hal ini

diperjelas oleh nilai LR (27,369) dan Wald (28,15)
dengan p-value sebesar 0,000 kurang dari 0,1 persen.
Hal ini didukung oleh hasil goodness of fit, yaitu
R2 dan Akaike Information Criterion (AIC). Model
SDM memiliki R2 yang lebih tinggi dari model
SAR sebesar 0,971. Sementara itu, nilai AIC yang
diperoleh jauh lebih kecil dibandingkan model
SAR sebesar -495,188. Makin kecil nilai AIC suatu
model, akan makin baik dibandingkan model
lainnya (Burnham & Anderson, 2002). Jika dilihat
berdasarkan nilai log-likelihood pun lebih besar
pada model SDM daripada SAR, dengan model
yang paling baik adalah model yang menghasilkan
log-likelihood yang paling besar (Greene, 2003).
Maka dapat disimpulkan bahwa model fixed
effect–spatial durbin (FE-SDM) yang dipilih sebagai
model upah minimum kabupaten/kota di Jawa
Barat yang mempertimbangkan ketergantung-
an spasial. Adapun hasil estimasi untuk model
FE-SDM dituliskan ke dalam persamaan berikut ini:

ln{UMKit = (−5.919 + µi) + 0, 337
26∑
j=1

wi j ln UMK∗jt + 1, 105 ln PDRB∗it − 0, 009 ln Produktivitasit

+4, 866 ln IPM∗it − 0, 011TPAK∗it + 0, 562
26∑
j=1

wi j ln PDRB∗jt + 0, 029
26∑
j=1

wi j ln Produktivitas jt

−5.075
26∑
j=1

wi j ln IPM∗jt − 0, 009
26∑
j=1

wi jTPAK∗jt (12)

Setelah memperoleh hasil estimasi pada model spa-
sial, dilakukan derivatif parsial. Hal ini bertujuan
untuk mendapatkan efek langsung (direct effect) dan
efek tidak langsung (indirect effect). Adapun hasil
penurunannya ditampilkan pada Tabel 4.

Pengaruh Variabel PDRB terhadap UMK

Pengaruh langsung (direct) dan tidak langsung (in-
direct) pada variabel PDRB menunjukkan hasil yang

signifikan terhadap UMK. Dampak langsung yang
diberikan di suatu kabupaten/kota sebesar 1,157
persen (kolom 2). Hasil tersebut relavan dengan pe-
nelitian yang dilakukan oleh Charysa (2013) yang
menjelaskan bahwa PDRB memiliki kaitan yang
erat dengan upah minimum regional. Setiap pening-
katan PDRB lazimnya akan turut serta meningkat-
kan nilai UMK. Temuan ini juga sepadan dengan
teori pertambahan produk marginal yang dikemu-
kakan oleh Sukirno (2002). Menurut Gaol (2006),
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Tabel 3. Perbandingan Estimasi Model Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2010–2019
(SAR dan SDM)

Variabel fixed effect – spatial autoregressive fixed effect – spatial durbin model
Estimasi p-value Estimasi p-value

(1) (2) (3) (4) (5)
Intersep -14,642 0,000*** -5,919 0,020***
ln PDRB 0,969 0,000*** 1,105 0,000***
ln Produktivitas -0,079 0,028* -0,009 0,811
ln IPM 3,697 0,000*** 4,866 0,000***
TPAK -0,012 0,000*** -0,011 0,000***
W × ln PDRB - - 0,562 0,018*
W × ln Produktivitas - - 0,029 0,419
W × ln IPM - - -5,075 0,000***
W × ln TPAK - - -0,009 0,016*
rho(ρ) 0,383 0,000*** 0,337 0,000***
R2 0,969 0,971
AIC -475,818 -495,188
loglik 269,909 283,594
Uji LR 27,369 0,000*** - -
Uji Wald 28,15 0,000*** - -

Keterangan: ***signifikan pada taraf uji 0,1%
*signifikan pada taraf uji 5%

Tabel 4. Efek Langsung (Direct Effect), Efek Tidak Langsung (Indirect Effect), dan Efek Total pada Model FE-SDM

Variabel Efek Langsung Efek Tidak Langsung Total
(p-value) (p-value)

(1) (2) (3) (4)
ln PDRB 1,157 0,512 1.669

(0,000***) (0,000***) (0,000***)
ln Produktivitas -0,009 -0,004 -0,013

(0,710) (0,704) (0,707)
ln IPM 5,093 2,253 7,346

(0,000***) (0,000***) (0.000***)
TPAK -0,012 -0,005 -0,017

(0,000***) (0,002**) (0,000***)
Keterangan: ***signifikan pada taraf uji 0,1%

**signifikan pada taraf uji 1%

apabila terjadi peningkatan output, maka upah mi-
nimum selayaknya ditingkatkan. Kemudian, Gallet
(2004) dalam studinya menunjukkan PDRB berpe-
ngaruh signifikan terhadap upah minimum.

Selanjutnya, dampak tidak langsung yang di-
berikan oleh kabupaten/kota di dekatnya sebesar
0,512 persen (kolom 3). Ketergantungan spasial
yang dipertimbangkan memiliki pengaruh spati-
al spillover yang cukup signifikan walaupun tidak
sebesar wilayah itu sendiri. Keterkaitan ini berhu-
bungan dengan kutub pertumbuhan di mana lalu
lintas ekonomi oleh pelaku usaha yang memegang
peran penting dalam memanfaatkan keuntungan-
keuntungan lokalisasi. Keuntungan tersebut ber-

kenaan dengan pusat transportasi, prasarana yang
berkembang, serta potensi pasar yang tinggi. Sa-
lah satu contohnya adalah Kabupaten Bogor yang
memiliki akses jalan yang baik dengan panjang
lintasannya 117,659 km (BPS Jawa Barat, 2019a). Di-
tambah lagi, berdasarkan hasil Sensus Ekonomi (SE)
2016, Kabupaten Bogor memiliki usaha/perusahaan
skala besar (100 orang atau lebih) sebanyak 6.308
perusahaan. Makin banyak perusahaan atau pelaku
usaha di suatu kabupaten/kota akan memberikan
output yang lebih besar. Selain itu, banyaknya peru-
sahaan di suatu kabupaten/kota akan berdampak
pada kabupaten/kota di sebelahnya melalui prasa-
rana jalan yang difasilitasi oleh pemerintah.
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Pengaruh Variabel Produktivitas Tenaga
Kerja terhadap UMK

Produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu
faktor pertimbangan yang menentukan naik atau
tidaknya upah minimum yang ditetapkan. Namun,
di Jawa Barat, hasil yang didapatkan menunjukkan
tidak ada pengaruh yang signifikan, baik langsung
maupun tidak langsung pada model tersebut (ko-
lom 2 dan 3). Hasil ini sesuai dengan penelitian
yang dilakukan oleh Tamada (2011) yang tidak me-
nemukan tingkat produktivitas tenaga kerja (PDRB
industri manufaktur per tenaga kerja) berpengaruh
signifikan terhadap upah minimum di Jepang. Kon-
disi ini dapat disebabkan karena kualitas pekerja
yang kurang begitu baik di Jawa Barat. Hal tersebut
dapat ditunjukkan pada jumlah tenaga kerja yang
menyelesaikan pendidikan terakhirnya, yakni ma-
sih cukup banyak tenaga kerja di Jawa Barat yang
menamatkan hanya pada jenjang SD sebesar 28,15
persen dari total keseluruhan pekerja di Jawa Barat
(BPS Jawa Barat, 2019b). Selain itu juga, kenaikan
upah minimum dapat memengaruhi pekerja yang
sudah bekerja di atas satu tahun atau telah berke-
luarga. Hal ini berdampak kurangnya antusiasme
pekerja untuk meningkatkan kemampuan karena
anggapan bahwa secara otomatis upah minimum
akan selalu meningkat tiap tahunnya (Izzaty & Sari,
2013).

Pengaruh Variabel IPM terhadap UMK

Indeks pembangunan manusia (IPM) menggam-
barkan indeks komposit dari dimensi kesehatan,
pendidikan, dan standar hidup layak. Indeks ini
digunakan untuk mengukur tingkat kesejahtera-
an antardaerah. Dampak yang diberikan oleh IPM,
baik secara langsung maupun tidak langsung, me-
nunjukkan hasil yang signifikan terhadap UMK.
Pengaruh langsung (direct) yang diberikan oleh wi-
layah itu sendiri sesuai dengan hasil penelitian yang
dilakukan Susanto (2014), bahwa IPM di Indonesia

berpengaruh signifikan dan positif terhadap upah
minimum. Dampak yang diperoleh cukup besar
(5,093 persen) dibandingkan dengan variabel lain
(kolom 2). Hal ini dikarenakan IPM berhubung-
an langsung dengan ketiga dimensi penyusunnya.
Dimensi-dimensi tersebut berkaitan dengan teori
modal manusia yang membentuk baik tidaknya
kapabilitas tenaga kerja.

Pengaruh tidak langsung (indirect/spatial spillover)
yang diperoleh cukup besar, dengan kontribusi IPM
yang diberikan oleh kabupaten/kota di dekatnya se-
besar 2,253 persen (kolom 3) terhadap UMK di suatu
kabupaten/kota. Dalam teori kutub pertumbuhan
oleh Perroux (1955), daerah yang termasuk central
growth memiliki fasilitas publik yang lengkap, seper-
ti rumah sakit yang memadai, rasio guru dan murid
yang baik, dan sejahteranya penduduk. Fasilitas ter-
sebut pada gilirannya dapat memengaruhi kualitas
SDM di masa yang akan datang, seperti lahirnya
tenaga kerja terdidik berkeahlian serta memiliki
harapan hidup yang lama sehingga upah atau kom-
pensasi yang diberikan kepada tenaga kerja pun
makin besar. Mengingat faktor-faktor pertumbuhan
ekonomi dalam realitanya dapat berpindah lokasi
(mobile), maka dapat dipastikan sarana transportasi
yang layak ke daerah lain memungkinkan untuk
menerima upah yang lebih baik.

Pengaruh Variabel TPAK terhadap UMK

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) meng-
gambarkan penawaran pekerja di pasar tenaga ker-
ja. Pengaruh langsung dan tidak langsung yang
diperoleh TPAK menunjukkan hasil yang signifi-
kan dengan masing-masing dampak yang diberi-
kan sebesar 0,012 persen dan 0,005 persen (kolom 2
dan 3). Hasil ini sesuai dengan penelitian yang di-
lakukan oleh Indah Sari (2018) yang menyebutkan
tinggi rendahnya TPAK akan berpengaruh terha-
dap penetapan nilai UMK di Kota Medan. Tanda
negatif yang dihasilkan berkenaan dengan teori
upah substansi oleh David Ricardo.
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Selanjutnya, adanya ketergantungan spasial me-
miliki hubungan dengan mobilisasi yang dilakukan
oleh pekerja dari daerah ke daerah lain. Migrasi
yang dilakukan pekerja keluar dan masuk ke dae-
rah dapat meningkatkan penawaran tenaga kerja di
daerah tujuan. Akibatnya, tingkat upah lesu/turun
di daerah tujuan karena tingginya pencarian ker-
ja. Di Jawa Barat, kabupaten/kota yang berada di
sebelah timur, seperti Kabupaten Ciamis, Kabupa-
ten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten
Majalengka memiliki tingkat penawaran tenaga
kerja yang tinggi. Terjadinya kelebihan tenaga kerja
yang tidak terserap sepenuhnya membuat pekerja
berinisiatif untuk migrasi ke daerah yang di dekat-
nya (commuter). Namun, daerah tujuan belum tentu
menyediakan lapangan pekerjaan seperti yang di-
harapkan oleh para pekerja imigran sehingga pada
akhirnya daerah-daerah ini membentuk efek mag-
netisasi (polarization effect) di mana para pekerja
yang keluar masuk sulit mendapatkan pekerjaan.
Sebagai akibatnya, tingkat upah rendah di suatu
kabupaten/kota dengan wilayah yang berada di
dekatnya. Walaupun demikian, dampak yang dibe-
rikan tidak begitu besar terhadap penentuan upah
mininum.

Pengaruh Eksternalitas Variabel Upah
Minimum di Wilayah Tetangga

Secara umum, fenomena ketergantungan spasial
terhadap upah minimum kabupaten/kota di Jawa
Barat menunjukkan terjadinya spatial spillover yang
positif. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Persa-
maan (12), dengan koefisien rho(ρ) yang diperoleh
adalah 0,337. Tanda positif menunjukkan ketergan-
tungan spasial antardaerah bersifat menguntung-
kan (spread effect) dibandingkan dengan dampak
backwash effect seperti yang dikatakan oleh Perroux
(1955) dan Myrdal (1957) dalam Rustiadi et al. (2009).
Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah
yang memiliki upah minimum yang tinggi, yaitu
sebesar Rp3.763.406 pada tahun 2019. Wilayah yang

bertetanggaan dengan Kabupaten Bogor dalam pe-
nelitian ini adalah Kota Bogor, Kota Bekasi, dan
Kota Depok (k=3). Ketiga kabupaten/kota tersebut
juga memiliki upah minimum yang tinggi, yak-
ni berturut-turut sebesar Rp3.842.786, Rp4.229.757,
dan Rp3.872.552. Semua kabupaten/kota tersebut
berada di kawasan Barat Jawa Barat. Tidak meng-
herankan bahwa kawasan barat lebih banyak di-
topang oleh kabupaten/kota yang memiliki upah
minimum yang tinggi. Fenomena tersebut dapat
terjadi karena fasilitas publik yang dimiliki di ka-
wasan ini lebih memadai ketimbang di kawasan
timur Jawa Barat. Hal ini dampaknya dapat mela-
hirkan daerah yang maju (central growth) dengan
daerah yang terbelakang (hinterland). Sebaiknya pe-
merintah melakukan peningkatan kuantitas dan
kualitas, baik sarana maupun prasarana penunjang
konektivitas antarwilayah, khususnya kawasan ti-
mur, seperti Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Ka-
bupaten Tasikmalaya, dan lainnya. Ketersediaan
sarana dan prasarana tersebut akan menurunkan
biaya transportasi antarwilayah dalam menjangkau
input produksi, pasar, dan mobilitas faktor produk-
si (Alcidi et al., 2015; Easterly & Levine, 1998; Puga,
2002).

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang sudah
dipaparkan, maka dapat ditarik beberapa kesim-
pulan. Di Jawa Barat telah terbukti bahwa terjadi
interaksi antardaerah berupa autokorelasi spasial
pada upah minimum kabupaten/kota, baik secara
global maupun lokal. Hal ini ditunjukkan pada nilai
indeks Moran yang menggambarkan kekuatan ke-
tergantungan spasial antardaerah yang makin besar
tiap tahunnya. Selain itu, hasil LISA yang diperoleh
juga menunjukkan bahwa semua kabupaten/kota
di Jawa Barat berada antara kuadran I dan III.

Hasil yang diperoleh dari model upah minimum
kabupaten/kota yang mempertimbangkan keter-
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gantungan spasial menyiratkan terdapat dua penaf-
siran dalam analisisnya, yaitu efek langsung (direct
effect) dan efek tidak langsung (indirect effect/spatial
spillover effect). Penelitian ini menemukan beberapa
kesimpulan berdasarkan hasil tersebut, di antara-
nya sebagai berikut: (1) determinan upah minimum
kabupaten/kota secara langsung menunjukkan pe-
ngaruh yang signifikan, di antaranya adalah PDRB,
IPM, dan TPAK, sedangkan produktivitas tidak
berpengaruh signifikan; (2) determinan upah mi-
nimum kabupaten/kota secara tidak langsung me-
nunjukkan pengaruh yang signifikan, di antaranya
adalah PDRB, IPM, dan juga TPAK, akan tetapi
produktivitas tenaga kerja tidak menunjukkan sig-
nifikansi; dan (3) koefisien rho(ρ) yang diperoleh
menunjukkan tanda positif (spread effect) yang memi-
liki pengertian hubungan antarkabupaten/kota de-
ngan wilayah tetangganya bersifat menguntungkan.
Maka, jelas bahwa ketergantungan wilayah yang
dimasukkan model upah minimum di Jawa Barat
memiliki pengaruh yang signifikan, baik secara
langsung dan tidak langsung untuk variabel PDRB,
IPM, dan TPAK.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan peneliti-
an ini adalah Pemerintah sebaiknya lebih melontar-
kan program yang sudah pernah dikaji pada deka-
de sebelumnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus
(KEK), Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpa-
du (Kapet), dan Masterplan Percepatan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Hal
tersebut dimaksudkan untuk memajukan potensi-
potensi yang dimiliki tiap daerah agar tidak terjadi
kesenjangan terhadap upah minimum. Kemudian,
penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya
untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan variabel
ekonomi yang mempertimbangkan ketergantungan
spasial untuk melihat dampak spillover yang me-
miliki dua kemungkinan, yaitu positif (spread effect)
dan negatif (backwash effect). Ditambah dengan me-
ninjau dampak langsung dan tidak langsung untuk
memperkuat analisis pada model spasial.
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